SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke
dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10
bulan agustus tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan



10.

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana beberapa kali
diubah terkahir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6224;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017, Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



27. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
188.34/8812/2375-111/BPKAD, Tanggal 23 September 2022,
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota
Samarinda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Peraturan Wali
Kota Samarinda Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun
2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan daerahyang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, Bupati bagi daerah
Kabupaten atau Wali Kota bagi daerah Kota.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar
Rp.2.733.668.862.000,- (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus
enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), bertambah
sebesar Rp.615.858.427.964,- (enam ratus lima belas miliar delapan ratus lima
puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh
empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.349.527.289.964,- (tiga triliun tiga
ratus empat puluh Sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus
delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan
rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.456.518.862.000,-
b. Bertambah Rp. 562.671.306.597,-
Jumlah Pendapatan Daerah setelah

perubahan Rp. 3.019.190.168.597,-

b. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.733.668.862.000,-
b. Bertambah Rp. 600.858.427.964,-
Jumlah Belanja Daerah setelah

perubahan Rp. 3.334.527.289.964,-

c. Pembiayaan Daerah

a. Semula Rp. 277.150.000.000,-

b. Bertambah Rp. 53.187.121.367,-

Jumlah Pembiayaan Daerah setelah

perubahan Rp. 330.337.121.367,-
Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula Rp. 534.888.451.000,-
b. Bertambah Rp. 101.127.510.000,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 636.015.961.000,-

b. Pendapatan Transfer

a. Semula Rp. 1.921.630.411.000,-
b. Bertambah Rp. 461.543.796.597 ,-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah

perubahan Rp. 2.383.174.207.597,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari :
a. Pajak Daerah
a. Semula Rp. 360.545.000.000,-
b. Bertambah Rp. 55.590.000.000,-
Jumlah Pajak Daerah setelah
perubahan Rp. 416.135.000.000,-



b. Retribusi Daerah

a. Semula Rp. 45.708.691.000,-

b. Bertambah Rp. 5.168.045.000,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah

perubahan Rp. 50.876.736.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

a. Semula Rp. 6.270.415.000,-

b. Berkurang Rp. 940.365.000,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan setelah

perubahan Rp. 5.330.050.000,-
d. Lain-Lain PAD yang Sah

a. Semula Rp. 122.364.345.000,-

b. Bertambah Rp. 41.309.830.000,-

Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah

setelah perubahan Rp. 163.674.175.000,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Semula Rp. 1.552.521.835.000,-
b. Bertambah Rp. 151.895.161.597,-
Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat setelah Rp. 1.704.416.996.597,-
perubahan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Semula Rp. 369.108.576.000,-

b. Bertambah Rp. 309.648.635.000,-

Jumlah Pendapatan Transfer Antar

Daerah setelah perubahan Rp. 678.757.211.000,-
Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Belanja Operasi

a. Semula Rp. 2.029.686.865.402,-
b. Bertambah Rp. 294.132.803.981,-
Jumlah Belanja Operasi setelah

perubahan Rp. 2.323.819.669.383,-

b. Belanja Modal

a. Semula Rp. 583.981.996.598,-
b. Bertambah Rp. 409.202.873.983,-
Jumlah Belanja Modal setelah

perubahan Rp. 993.184.870.581,-

c. Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp. 120.000.000.000,-
b. Berkurang Rp. 102.477.250.000,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp. 17.522.750.000,-



Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
a. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 978.267.589.270,-

b. Bertambah Rp. 82.593.698.582,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp. 1.060.861.287.852,-
b. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula Rp. 1.011.703.502.046,-

b. Bertambah Rp. 177.978.224.278,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp. 1.189.681.726.324,-
c. Belanja Hibah

a. Semula Rp. 39.684.774.086,-

b. Bertambah Rp. 14.852.771.121,-

Jumlah Belanja Hibah setelah

perubahan Rp. 54.537.545.207,-
d. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula Rp. 31.000.000,-

b. Berkurang Rp. 18.298.350.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 18.329.350.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah

a. Semula Rp. 68.104.205.600,-

b. Berkurang Rp. 4.094.214.375,-

Jumlah Belanja Modal Tanah

setelah perubahan Rp. 72.198.419.975,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a. Semula Rp. 47.071.608.595,-

b. Bertambah Rp. 56.303.288.323,-

Jumlah Belanja Modal Peralatan

dan Mesin setelah perubahan Rp. 103.374.896.918,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

a. Semula Rp. 131.513.485.750,-

b. Bertambah Rp. 9.890.891.023,-

Jumlah Belanja Modal Gedung
dan Bangunan setelah perubahan Rp. 141.404.376.773,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
a. Semula Rp. 331.373.586.653,-
b. Bertambah Rp. 337.222.566.541,-
Jumlah Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi setelah

perubahan Rp. 668.596.153.194,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a. Semula Rp. 5.919.110.000,-

b. Bertambah Rp. 1.691.913.721,-

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya setelah perubahan Rp. 7.611.023.721,-



(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf c, terdiri

atas:

a. Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp. 120.000.000.000,-
b. Berkurang Rp. 102.477.250.000,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp. 17.522.750.000,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 277.150.000.000,-
b. Bertambah Rp. 53.187.121.367,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp. 330.337.121.367,-
b. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 0,-
b. Bertambah Rp. 15.000.000.000,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,-
Pasal 8
(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf a, terdiri
atas:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
a. Semula Rp. 277.150.000.000,-
b. Bertambah Rp. 53.187.121.367,-

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya
setelah perubahan Rp. 330.337.121.367,-
(2) Pengeluaraan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf a,
terdiri atas:
a. Penyertaan Modal Daerah

a. Semula Rp. 0,-

b. Bertambah Rp. 15.000.000.000,-

Jumlah Penyertaan Modal setelah

perubahan Rp. 15.000.000.000,-
Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan
cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



10

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda ini terdiri dari:
1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
5. Lampiran V  : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD
9. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan

11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 11

Wali Kota Samarinda menetapkan peraturan Wali Kota Samarinda tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota
Samarinda dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 September 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN
Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 29 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 36
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah/ Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 1968pP119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/1/54/4 /2022



